SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 2! TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT] LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat
dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program,
antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja
dan/atau antar rincian objek belanja malalui Perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tentang
Penjabaran APBD;

b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2021, pada
huruf E angka 10, Pemerintah wajib menganggarkan pendapatan
yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang
penggunaanya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan
Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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S.

10.

11.

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana elah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II
Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati IT Langkat
(Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas wilayah Kodya Dati Il Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan
Kabupaten Dati Il Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintal Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);



Menetapkan

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dslam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Perigelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun
2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan;

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Berita
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020, Nomor 1 Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 58);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lernbaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Nomor 57);

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 53
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.
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Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 53) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturen Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupat Langkat Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula
berjumlah Rp.1.821.274.173.308,00 bertambah sejumlah Rp.328.461.970.483,00
sehingga menjadi Rp.2.149.736.143.791,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.821.274.173.308,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 324.351.610.219,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.145.625.783.527,00
2. Belanja
a. Semula Rp. 1.821.274.173.308,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 328.461.970.483,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.2.149.736.143.791,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (4.110.360.264,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.110.360.264,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 4.110.360.264,00
b. Pengeluaran

1) Sermula Rp. 0,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 4.110.360.264,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, diubah sehingga berbunyi
scbagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III
Peraturan Bupati ini.

3. Perubahan pada ketentuan Lampiran II meliputi Dinas Pendidikan, Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupat’en Langkat.
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4. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan lainnya yang diatur
dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Dacrah Kabupaten
Langkat Tahun 2020 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tzhun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Langkat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2021 Nomor 14) dinyatakan masih berlaku.

Pesal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 2 Juni 2021
BUPATI LANGKAT,
ttd
TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN
Diundangkan di Stabat
pada tanggal 2 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,
ttd
INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR : 2)

ALIMAT
PEMBINA TK.I
NIP. 19730803 200212 1 005



